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Pendahuluan

Koperasi sejak awal dirancang sebagai pilar demokrasi ekonomi sebagaimana
diomanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945. namun pada saat ini melalui Instruksi Presiden
pemerintah memperkenalkan model baru Koperasi Merah Putih sebagai instrument
penguatan ekonomi desa dan UMKM. Namun dalam praktiknya banyak koperasi yang
belum beroperasi dimana salah satu faktornya karena, banyak Koperasi Merah Putih
mengalami  kendala permodalan, sehingga dikeluarkannya Peraturan Menteri
Keuangan PMK Nomor 49 Tahun 2025 yang memberikan kebijakan terkait dengan
permodalan Koperasi Merah Putih (KMP). Yang membuka ruang penggunaan Dana
Desa sebagai pendukung pengembalian pinjaman koperasi ke bank. Kebijakan ini
kemudian menimbulkan persoalan hukum, karena Dana Desa bersumber dari APBN dan
termasuk keuangan negara yang penggunaannya dibatasi oleh undang-undang
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah Dana Desa dapat dijadikan jaminan utang Koperasi Merah
Putih ditinjau dari Undang-Undag Perkoperasian, Undang-Undang tentang
Desa, dan Undang-Undang Keuangan Negara.

2. Bagaimana mekanisme pembebanan Dana Desa sebagai jaminan
utang Koperasi Merah Putih
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Dalam penelitihan ini menggunakan metode penelitfian hukum normatif
yakni penelifian yang berfokus pada kajian norma peraturan perundang-
undangan. Pendekatan yang diggunakan adalah pendekatan
perundang-undangan untuk mengkaji dasar hukum permodalan koperasi
serta  pendekatan konseptual untuk memahami prinsip kemandirian
koperasi dan pengelolaan keuangan negara. Anaisis data dilakukan
secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari norma hukum yang
bersifat umum terhadap permasalahan khusus mengenal penggunaadn
Dana Desa.




Hasil

1. Kedudukan Dana Desa sebagai jaminan vtang koperasi ditinjau dari Undang-Undang
Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Kevuaangan Negara

Secara hierarki peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri merupakan peraturan
pelaksana dimana kedudukannya berada dibawah peratran Undang-Undang. Maka
dalam pelaksanaannya peraturan menteri fidak boleh melebihi peraturan diatasnya.
Secara normatif Dana Desa tidak dapat dijadikan jaminan utang Koperasi Merah Putih.
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membatasi terkait
penggunaan Dana Desa. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasion menegaskan atas prinsip kemandirian Koperasi. Serta dalam Undang-
Undang Keuangan negara dan Perbendaharaan Negara secara tegas menyatakan
bahwa kekayaan milik negara tidak boleh dijadikan Jaminan. Maka PMK sebagai
peraturan pelaksana yang secara hirarkis berada dibawah peraturan Undang-Undang
harus dirancang selaras dengan peraturan diatasnya.
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2. Mekanisme pembebanan dana deSa sebagai jaminan utang KMP

Dengan demikian, mekanisme pembebanan Dana Desa dalam PMK Nomor 49 Tahun
2025 merupakan mekanisme dukungan pengembalian pinjaman yang bersifat
administratif dan bersyarat. Meskipun dalom peraturannnya tidak secara jelas
menyatakan jaminan namum memiliki fungsi yang sama dimana penempatan Dana
Desa sebagai penyangga risikko gagal bayar Koperasi Merah Putih
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Pembahasan

1. Kedudukan Dana Desa sebagai jaminan uvtang koperasi ditinjau dari Undang-Undang
Desa, Undang-Undang Perkoperasian, serta Undang-Undang Kevaangan Negara

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) yang diperuntuhkan bagi desa untuk penyelenggaraan pemerintah
desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. maka dengan demikian
karena dana desa bersumber dari dana APBN maka secara yuridis dana desa
merupakan bagian dari keuangan negara di mana dalam penggunaannya dana desa
Pdok berg}{lci’r bebas melainkan dibatasi oleh prinsip kehati-hatian akuntabilitas dan
vjuan publik.

Ditinjou dari Undang-Undang Desa, Dana Desa merupakan dana publik yang
bersumber dari APBN dan penggunaannya secara tegas diarahkan untuk
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat,
dan pembinaan kemasyarakatan. Dalom Undang-Undang Desa tidak terdapat
kewenangan bagi pemerinfah desa ataupun kepala desa untuk menjadikan Dana
Desa sebagai jaminan utang atau untuk menanggung kewajiban badan hukum lain.
Oleh karena itu, apabila Dana Desa digunakan sebagai jaminan atau pendukung
pengembalian utang koperasi, maka hal tersebut berpotensi melampaui kewenangan
pemerintah desa dan menyimpang dari tujuan normatif Dana Desa.
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Pembahasan

Ditinjau dari Undang-Undang Perkoperasian, koperasi ditegaskan sebagai badan hukum
yang mandiri dan berlandaskan prinsip kemandirian. Maka, dengan demikian
konsekuensi dari setiap risiko yang timbul dari perikatan utang yang dilakukan, termasuk
risiko gagal bayar, merupakan tanggung jawab koperasi itu sendiri sebagai debitur.
Undang-Undang Perkoperasian juga tidak mengatur Dana Desa sebagai sumber
jaminan atau penanggung kewajiban koperasi. Dengan demikian, penggunaan Dana
Desa untuk menanggung utang koperasi bertentangan dengan prinsio kemandirian
koperasi sebagai badan hukum.

Ditinjau dari Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan
Negara, Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara karena bersumber dari
APBN. Dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara secara tegas diatur larangan
penggunaan uvang atau barang milik negara sebagai jaminan untuk mendapatkan
pinjoman. Selain itu, kekayaan negara juga tidak dapat disita oleh pihak mana pun:
Oleh karena itu, apabila Dana Desa dijadikan jaminan atau penyangga risiko gagal
bayar koperasi, maka hal fersebut berpotensi melanggar prinsip kehati-hatian dan
perlindungan terhadap keuangan negara.
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Pembahasan

2. Mekanisme pembebanan dana deSa sebagai jaminan utang KMP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi
merupakan badan hukum yang mandiri dan bertanggung jawab penuh atas setiap
perikatan yang dilakukannya, tfermasuk kewajiban pembayaran utang. Dalom  hal
permodalan, koperasi dapat memperoleh modal dari modal sendiri maupun modal
pinjoman, termasuk pinjoman dari bank. Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih secara
normatif memiliki kewenangan untuk mengajukan pinjoman kepada bank sebagai bagian
dari permodalan awal. Namun, karena Koperasi Merah Putih merupakan model koperasi
baru yang dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, maka mekanisme
pinjamannya harus disesuaikan dengan ketentuan khusus dalom Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 49 Tahun 2025
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Pembahasan

2. Mekanisme pembebanan dana dea sebagai jaminan utang KMP

Skema Permodalaan Koperasi Merah Putih

Musyawarah Desa Dukungan Dana Desa
Persetujuan Pemerintah Desa == Dirumuskan Dalam APBDes
disertai dengan SPT|M Perjanjian Pinjaman
—

Bank e—» Koperasi
Koperasi Merah Putih
> —
(Badan Hukum)

-

»

Pembebanan Dana Desa

Gagal Bayar ———* Kepada Kuasa Penggunaan

Anggaran

(Bendahara Umum Negara)
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Mekanisme permodalan Koperasi Merah Putih dimulai dari
pengajuan pinjoman koperasi kepada bank, di mana
koperasi berkedudukan sebagai debitur utama dan bank
menilai kelayakan usahanya.

Dana Desa tidak digunakan sejak awal, melainkan hanya
ditempatkan sebagai dukungan pengembalian pinjoman
yang bersifat administratif dan bersyarat. Penggunaan
Dana Desa harus terlebih daohulu dibahas dalam
musyawarah desa dan ditetapkan melalui  keputusan
kepala desa.

Dukungan  tersebut  kemudian  direncanakan  dan
dicantumkan dalam APBDes serta disertai Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak sebagai bentuk akuntabilitas.

Apabila koperasi mengalami kesulitan pembayaran, Dana
Desa dapat digunakan untuk membantu pengembalian
pinjaman melalui mekanisme administratif, namun koperasi
tetap wajib mengembalikannya kepada pemerintah desa.

Dengan demikian, Dana Desa tidak berfungsi sebagai
jaminan utang, melainkan sebagai dukungan
pengembalian pinjoman yang bersifat terbatas dan tetap
mengedepankan prinsip kehati-hatian serta akuntabilitas
keuangan desa.
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Temuan Penting Penelitian

Temuan penting dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif Dana Desa tidak
sah apabila dijadikan jaminan utang koperasi. Dalam PMK Nomor 49 Tahun 2025 tidak dapat
dimaknai sebagai pembenaran atas penggunaan Dana Desa sebagai jaminan, melainkan
harus dibatasi sebagai dukungan administratif yang bersyarat dan dengan demikian, prinsip
kehati-hatian dan akuntabilitas keuangan desa harus tetap menjadi prioritas utama
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Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai
posisi Dana Desa dalam permodalan Koperasi Merah Putih, khususnya agar tidak
disalahartikan sebagai jaminan utang. Selain itu, penelitian ini membantu pemerintah
desa dan pengelola koperasi memahami batas kewenangan hukum dalam
penggunaan Dana Desa, sehingga dapat mencegah kesalahan kebijakan yang
berisiko hukum dan keuangan negara. Di sisi lain, penelitian ini juga dapat menjadi
bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalom merumuskan regulasi
permodalan koperasi yang lebih hati-hati, akuntabel, dan selaras dengan peraturan
perundang-undangan.
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